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ABSTRACT 

The purpose of this study was to implement a Complete Systematic Land 

Registration in West Aceh District. This study uses a qualitative approach with 

descriptive methods. Based on the results of the research, it shows that the 

implementation of the Complete Systematic Land Registration policy has been 

carried out in accordance with Ministerial Regulation Number 6 of 2018. In the 

implementation of the PTSL Program it has been carried out in accordance with 

the Standard Operating Procedures that have been set by the National Land 

Agency and there is no collection of any fees in this program, only the cost of 

completing the administration of the community itself. However, in the 

implementation of Complete Systematic Land Registration, there are still 

obstacles, namely the lack of understanding of the community in the established 

mechanisms or SOPs. Then the obstacles in administrative equipment for the 

PTSL program files. 

Keywords: Implementation,  Acceleration, (Pendaftaran Tanah Sistematis 

Lengkap) PTSL, National Land Agency. 

 

ABSTRAK 

Tujuan penelitian ini adalah untuk pelaksanaan Pendaftaran Tanah 

Sistematis Lengkap yang dilaksanakan di Kabupaten Aceh Barat. Penelitian ini 

menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Berdasarkan hasil 

penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Pendaftaran Tanah 

Sistematis Lengkap sudah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor 

6 tahun 2018. Dalam pelaksanaan  Program PTSL sudah dijalankan sesuai dengan 

Standar Operasional Prosedur yang telah ditetapkan oleh Badan Pertanahan 

Nasional dan tidak ada pemungutan biaya apapun dalam Program ini, hanya biaya 

kelengkapan administrasi masyarakat itu sendri. Namun dalam pelaksanaan 

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap masih terdapat kendala yaitu kurangnya 

pemahaman masyarakat dalam mekanisme atau SOP yang telah ditetapkan. 

Kemudian kendala dalam perlengkapan administrasi untuk berkas Program PTSL. 

Kata Kunci: Implementasi, Percepatan, Pendaftaran Tanah Sistematis 

Lengkap (PTSL), Badan Pertanahan Nasional. 

 

mailto:ferlisasaputri225@gmail.com


 

A. PENDAHULUAN 

Instansi yang berwenang untuk menjalankan Program Pendaftaran Tanah 

Sistematik Lengkap (PTSL) adalah Badan Pertanahan Nasional (BPN). Badan 

Pertanahan Nasional adalah suatu instansi yang berada di bawah pengawasan 

Badan Pertahanan Nasional di Provinsi yang bertanggung jawab langsung kepada 

Menteri. 

Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan 

Pertanahan Nasional Republik Indonesia No 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran 

Tanah Sistematik Lengkap, Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap adalah sesuatu 

kegiatan pendaftaran tanah yang dilakukan secara bersamaan untuk pertama kali 

di seluruh wilayah Indonesia dalam bentuk pengumpulan dan penetapan data 

secara fisik dan data yuridis meliputi beberapa obyek pendaftaran tanah untuk 

keperluan pendaftarannya.  

Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Aceh 

Barat pertama kali dilaksanakan pada tahun 2017, sebelum adanya PTSL 

masyarakat mengetahui program sertifikat gratis yang dilaksanakan oleh Badan 

Pertanahan Nasional (BPN) yang disebut dengan PRONA (Proyek Operasi 

Agraria Nasional). Program PTSL dan Program PRONA yaitu sama-sama 

menggunakan Program secara gratis, persyaratan melalui pendaftaran hak tanah, 

dan penerbitan sertifikat tanah serta pelayanan yang dilaksanakan oleh Badan 

Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Aceh Barat. Yang membedakan Program 

PTSL dan Program PRONA ialah Program PTSL dilaksanakan secara 

menyeluruh dan terpusat dalam suatu Gampong serta seluruh bidang tanah dalam 

daerah yang belum memiliki sertifikat tanah akan diberikan sertifikat tanah. 

Sedangkan Program PRONA hanya dapat mengeluarkan sertifikat tanah tidak 

secara keseluruhan pada semua bidang tanah yang tidak bersertifikat dalam suatu 

daerah. Dalam Program PTSL ini, tanah yang akan dikeluarkan sertifikatnya akan 

dicek terlebih dahulu keberadaannya apakah tidak ada didalamnya tanah yang 

bersengketa atau yang bermasalah. Tanah yang belum memiliki kejelasan 

kepemilikannya tidak akan diproses dulu. 

Di Kabupaten Aceh Barat pada tahun 2017 data Program PTSL yang 

terrealisasikan sebanyak 1.455 sertifikat tanah yang tersebar di 12 Gampong yaitu 

Gampong pulo Teungoh, Gampong Pasie Jambu, Gampong Ie Itam Tunong, 

Gampong Pelanteu LB, Gampong Blang Teungoh, Gampong Lueng Tanoh Tho, 

Gampong Ie Itam Baroh, Gampong Ranto Panyang, Gampong Padang Jawa, 

Gampong Aron baroh, Gampong Pasie Aceh Tunong, dan Gampong Lhok Bubon 

yang terdapat di 6 kecamatan di Kabupaten Aceh Barat. 

Kemudian di tahun 2018 Badan Pertanahan Nasional Aceh Barat 

menargetkan mengeluarkan sertifikat tanah sebanyak 2.840 yang tersebar di 9 

Gampong yaitu Gampong Pasir, Gampong Pasi Kumbang, Gampong Keude 

Tanjong, Gampong Ulee Blang, Gampong Seumara, Gampong Seumantok, 



 

Gampong Manjeng, Gampong Pante Ceuremen, dan Gampong Lek-lek yang ada 

di 6 Kecamatan di Kabupaten Aceh Barat. Namun yang dapat direalisasikan 

hanya sebanyak 2.833 sertifikat tanah saja. Sertifikat yang dikeluarkan oleh Badan 

Pertanahan Nasional tidak dikenakan biaya, sertifikat tersebut gratis bagi seluruh 

masyarakat di Aceh Barat. Program ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat 

mendaftarkan tanah mereka sekaligus mendapatkan sertifikat tanah. 

Berdasarkan hasil data yang peneliti dapatkan, menjelaskan bahwa target 

pengukuran tanah dan data target yang direalisasikan di Gampong Pasir 

Kecamatan Johan Pahlawan telah sesuai dengan target yang telah ditentukan. 

Serta masyarakat Gampong Pasir di Kecamatan Johan Pahlawan telah 

mendapatkan sertifikat tanah tersebut. Selanjutnya Gampong yang terdaftar dalam 

Program PTSL adalah Gampong Ulee Blang yang berada di Kecamatan Bubon. 

Di Gampong ini data penerima sertifikat Program PTSL tidak sesuai dengan data 

target pengukuran tanah. Dalam data BPN target pengukuran tanah untuk 

Gampong Ulee Blang seluas 110 bidang tanah serta sertifikat yang terealisasi 

sesuai dengan target pengukuran tanah. Namun menurut data yang peneliti 

dapatkan dari Kantor Geuchik Gampong Ulee Blang Kecamatan Bubon, sertifikat 

tanah yang didapatkan oleh masyarakat hanya sebanyak 89 sertifikat tanah. 

Bahkan banyak masyarakat yang tidak mengetahui apa itu PTSL padahal BPN 

dan aparatur Gampong sudah bekerja sama dalam mensosialisasikan apa itu PTSL 

di Gampong Ulee Blang Kecamatan Bubon. 

 

1.  Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pelaksanaan kebijakan Percepatan Pendaftaran Tanah 

Sistematis Lengkap di Kabupaten Aceh Barat? 

2. Apa saja kendala dalam pelaksanaan kebijakan Percepatan Pendaftaran 

Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Aceh Barat? 

2.  Tujuan Penelitian  

1. Untuk mengetahui pelaksanaan kebijakan Percepatan Pendaftaran Tanah 

Sistematis Lengkap di Kabupaten Aceh Barat. 

2. Untuk mengetahui Kendala dalam pelaksanaan kebijakan Percepatan 

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Aceh Barat. 

 

B. TINJAUAN PUSTAKA 

Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap telah dilaksanakan sejak 

tahun 2017. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh 

Aditya Nursamsi Mohammad, dkk (2018). Menunjukan bahwa pihak dari Badan 

Pertanahan Nasional telah melaksanakan sosialisasi tentang hal-hal yang berkaitan 

dengan PTSL dan masyarakat telah mengetahui adanya kebijakan dan informasi 



 

tentang Program PTSL. Sikap dari pelaksana PTSL tersebut sudah terlaksana 

dengan efektif terutama dalam hal komitmen dan konsisten, sehingga 

memudahkan masyarakat dalam proses mendapatkan sertifikat tanah. Selanjutnya 

birokrasi atau organisasi sudah mengikuti Standar Operasional Prosedur (SOP) 

serta telah menjalakan fragmentasi. Namun dalam pelaksanaan Program PTSL 

belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Dikarenakan sumber daya manusia 

kurang memadai dapat dilihat dari segi kuantitas, sehingga pihak panitia PTSL 

harus mengatur waktu sebaik mungkin dan berkerja lebih keras antara pekerja 

rutin dan petugas pelaksanaan PTSL.  

 Dalam (Indiahono, 2017) George C. Edward III mengemukakan bahwa 

model implementasi kebijakan publik menunjukkan empat indikator yang 

berperan penting dalam pencapaian suatu keberhasilan implementasi kebijakan. 

Terdapat empat indikator yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan yaitu: 

a. Komunikasi, ialah menunjuk kepada setiap kebijakan yang dapat 

dijalankan secara baik. Apabila terjalin komunikasi yang efektif antar 

pelaksana Program dengan para kelompok sasaran. Maka tujuan dan 

sasaran dari Program kebijakan dapat disosialisasikan dengan baik 

sehingga mampu menghindari adanya distorsi dari kebijakan serta 

Program.  

b. Sumber daya, yaitu menunjuk setiap kebijakan harus didukung oleh 

sumber daya yang memadai, baik sumber daya manusia maupun sumber 

daya finansial. Sumber daya manusia adalah kecukupan baik kualitas 

maupun kuantitas implementor yang dapat mencakup seluruh kelompok 

sasaran. Sumber daya finansial adalah kecukupan modal investasi atas 

sebuah program/kebijakan. Keduanya harus diperhatikan dalam 

implementasi program/kebijakan pemerintah. Sebab tanpa kehandalan 

implementor, kebijakan kurang energik dan berjalan lambat dan seadanya. 

Sedangkan, sumber daya finansial menjamin keberlangsungan 

program/kebijakan. Tanpa ada dukungan finansial yang memadai, 

program tak dapat berjalan efektif dan cepat dalam mencapai tujuan dan 

sasaran.  

c. Disposisi, yaitu menunjuk karakteristik yang menempel erat kepada 

implementor kebijakan/program. Karakter yang penting dimiliki oleh 

implementor adalah kejujuran, komitmen dan demokratis. Implementor 

yang memiliki komitmen tinggi dan jujur akan senantiasa bertahan di 

antara hambatan yang ditemui dalam program/kebijakan. Kejujuran 

mengarahkan implementor untuk tetap berada dalam arah program yang 

telah digariskan dalam guideline program. Komitmen dan kejujurannya 

membawanya semakin antusias dalam melaksanakan tahap - tahap 

program secara konsisten. Sikap yang demokratis akan meningkatkan 

kesan baik implementor dan kebijakan di hadapan anggota kelompok 

sasaran. Sikap ini akan menurunkan resistensi dari masyarakat dan 



 

menumbuhkan rasa percaya dan kepedulian kelompok sasaran terhadap 

implementor dan program/kebijakan.  

d. Struktur birokrasi, merupakan hal yang penting dalam suatu implementasi 

kebijakan. Dimensi struktur birokrasi merangkup dua hal yang sangat 

penting yaitu mekanisme dan struktur organisasi pelaksana. Mekanisme 

dalam implementasi Program kebijakan memang sudah ditetapkan melalui 

Standar Operating Procedur (SOP) serta terdapat dalam guideline 

Program atau kebijakan. Kerangka kerja yang jelas, sistematis, tidak 

berbelit-belit, mudah dimengerti oleh siapa saja karena akan menjadi suatu 

acuan terhadap kerjanya implementor yang sudah tercantum dalam SOP 

yang baik. Kemudian begitu juga dengan struktur organisasi pelaksana 

Program agar tidak terjadi hal yang berbelit-belit, panjang dan kompleks. 

Struktur organisasi pelaksana harus menjamin adanya pengambilan 

keputusan dari kejadian yang luar biasa dalam sebuah Program secara 

cepat. Serta hal tersebut hanya ada apabila struktur didesain secara singkat 

dan fleksibel menghindari “virus weberian” yang kaku, terlalu hierarkhis 

dan birokratis. 

Keempat indikator diatas dalam model yang dibangun oleh Edward 

memiliki keterkaitan satu dengan yang lain dalam mencapai tujuan dan sasaran 

program/kebijakan. Semuanya saling bersinergi dalam mencapai tujuan dan satu 

indikator akan sangat mempengaruhi indikator yang lain. 

 

C. METODE PENELITIAN 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian 

kualitatif deskriptif. Di mana menurut Denzin dan Lincoln (1994) dalam 

(Anggito, 2018) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian 

yang menggunakan latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang 

terjadi dan dilakukan dengan cara melibatkan berbagai metode yang ada. Dalam 

(Bugin, 2013) sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

primer dan data sekunder. Dalam (Sugiyono, 2017) penelitian ini menggunakan 2 

(dua) teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan dokumentasi. Teknik 

penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan metode purposive 

sampling di mana teknik pengambilan sampel melalui sumber data serta dengan 

adanya pertimbangan tertentu, informan yang telah peneliti tentukan dalam 

penelitian ini berjumalh 11 orang informan. Dalam penelitian ini yang menjadi 

instrumen penelitiannya ialah manusia itu sendiri serta menggunakan alat bantu 

seperti pedoman wawancara, camera dan alat perekam. 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah reduksi data. 

Dalam (Sugiyono, 2017) Uji Kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data 

hasil penelitian kualitatif antara lain yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu 

member check. Adapun lokasi peneliti dalam penelitian ini yaitu di Badan 



 

Pertanahan Nasional (BPN), masyarakat Gampong Pasir di Kecamatan Johan 

Pahlawan kabupaten Aceh Barat dan masyarakat Gampong Ulee Blang di 

Kecamatan Bubon Kabupaten Aceh Barat. Kemudian jadwal dalam penelitian ini 

telah peneliti lakukan sejak awal survey lokasi. 

 

D. HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Implementasi Kebijakan Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis 

Lengkap (PTSL) Di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Aceh Barat.  
 

Implementasi Kebijakan Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap 

sudah dijalankan sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala 

Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018. Program 

ini diadakan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Aceh Barat. 

Tujuan diadakan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap untuk 

memudahkan masyarakat agar mendapatkan sertifikat gratis yang dikeluarkan 

oleh pemerintah. Sebelum adanya Program Pendaftaran Tanah Sistematis 

Lengkap yang biasa disebut PTSL. Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Aceh 

Barat pernah mengadakan Program Sertifikat Gratis juga yang dinamakan dengan 

istilah PRONA. PRONA diadakan semenjak tahun 1983 sampai tahun 2016 di 

seluruh Indonesia. Semenjak tahun 2017 PRONA digantikan oleh PTSL. PRONA 

dikhususkan bagi masyarakat kurang mampu dan menengah ke bawah, sedangkan 

PTSL ini menyeluruh. Hal ini dimaksudkan agar seluruh masyarakat Indonesia 

memiliki sertifikat tanah mereka masing-masing. Tanah yang belum ada sertifikat 

ditakutkan akan menjadi sengketa di kalangan masyarakat itu sendiri.  

Berdasarkan data tahun 2017 di Kabupaten Aceh Barat data Program PTSL 

yang diterbitkan oleh BPN sebanyak 1.455 sertifikat tanah. Selanjutnya tahun 

2018 BPN sudah mengeluarkan sertifikat tanah sebanyak 2.840. Pada tahun 2018 

target sertifikat yang dikeluarkan oleh BPN mengalami peningkatan dari tahun 

sebelumnya.  

Pelaksanaan Program PTSL ini memberi dampak positif bagi seluruh 

masyarakat Indonesia yang tidak memiliki sertifikat. Dari pembahasan di atas 

dapat dikaji secara mendalam ruang lingkup dari Program PTSL menggunakan 

teori George C. Edward III yang meliputi Komunikasi, Sumber daya, Disposisi 

dan Struktur birokrasi.   

 Komunikasi yang terjalin antara pihak BPN dan petugas Fisik yaitu sudah 

berjalan sesuai dengan arahan yang telah diberikan, baik komunikasi mengenai 

pengukuran tanah, kepemilikan atas hak tanah, dokumentasi antar batas-batas 

tanah masyarakat dan lain-lainnya. Kemudian begitu juga komunikasi antara 

pihak BPN dan Petugas Yuridis sudah dijalankan sesuai dengan arahan yang telah 

diberikan oleh atasan seperti kelengkapan berkas administrasi masyarakat dan 

persyaratan berkas yang harus dilampirkan dalam Program PTSL. 



 

Sementara itu Aparatur Gampong dan masyarakat Gampong juga terlibat 

dalam pelaksanaan Program PTSL. sehingga dengan terlibatnya ketiga unsur 

tersebut, dapat memudahkan dalam mengkomunikasikan segala hal yang 

berhubungan dengan Program PTSL.   

Komunikasi adalah suatu cara pihak-pihak dalam menjelaskan maksud atau 

tujuan dari implementasi kebijakan. Komunikasi yang dibangun oleh pelaksana 

implementasi Program PTSL dengan masyarakat yaitu melalui sosialisasi yang 

diadakan di Kantor Geuchik Gampong. Sosialisasi ini diawali dari petugas PTSL 

yang mendatangi langsung Gampong untuk memberikan arahan kepada Aparatur 

Gampong untuk mengumpulkan masyarakat Gampong. Setelah masyarakat 

berkumpul di Kantor Geuchik pihak panitia penyelenggara Program PTSL 

memberikan informasi mengenai bagaimana cara mendapatkan sertifikat gratis 

tersebut.  

Pola alur komunikasi yang disampaikan oleh petugas PTSL dalam Program 

Pendaftaran Tanah Sistematis lengkap di Kabupaten Aceh Barat. Dapat dilihat 

pada gambar di bawah ini sebagai berikut: 

Alur Komunikasi Implementasi Program PTSL 

 

 

 

 

 

 

Ket : Sumber Data Penelitian 

Berdasarkan uraian di atas menjelaskan bahwa alur komunikasi yang terjalin 

dari ke tiga pihak saling berkaitan dengan yang lainnya. Dalam Program ini 

petugas PTSL yang menyampaikan semua arahan tentang Program PTSL kepada 

Aparatur Gampong dan Masyarakat Gampong agar mereka memahami maksud 

dan tujuan diadakannya Program tersebut. Kemudian setelah Aparatur Gampong 

menerima arahan dari petugas PTSL, Aparatur Gampong pun juga menyampaikan 

kembali informasi yang telah didapatkan, lalu disampaikan kembali kepada 

Masyarakat. 

Mengenai informasi dalam mensosialisasikan para pelaksana sudah 

mendatangi langsung Aparatur Gampong untuk membahas tentang Program PTSL 

yang akan dijalankan ditiap-tiap Gampong yang sudah terdaftar. Berdasarkan hal 

tersebut informasi yang disampaikan oleh petugas PTSL sudah sangat maksimal 

dalam pelaksanaan kebijakannya.  

PETUGAS 

PTSL 

APARATUR 

GAMPONG 

MASYARAKAT 

GAMPONG 



 

Terkait informasi yang disampaikan oleh petugas PTSL ada beberapa 

kendala dalam pelaksanaan Program PTSL yaitu masyarakat Gampong Ulee 

Blang Kecamatan Bubon Kabupaten Aceh Barat yang telah mengajukan 

permohonan berkas administrasi Program PTSL tidak diterbitkan sertifikatnya. 

Dikarenakan terdapat kendala pada saat pengajuan berkas permohonan yang tidak 

lengkap dan masyarakat yang belum paham tentang administrasi pengurusan 

sertifikat tanah, sehingga mereka enggan untuk mengurus sertifikat tanah. Padahal 

mereka sudah mendengarkan dan menghadiri langsung arahan yang diberikan 

oleh pihak BPN pada saat sosialisasi yang diadakan di Gampong Ulee Blang. 

Selanjutnya masyarakat yang sudah memiliki sertifikat tanah sebelumnya tidak 

dapat mengajukan permohonan untuk membuat sertifikat gratis dari Program 

PTSL. Kemudian pemilik bidang tanah yang tidak berada di tempat, sehingga 

bidang tanah masyarakat tidak dapat diukur. 

 

Dalam pelaksanaan Program PTSL yang menjadi sumber daya manusianya 

ialah pihak pegawai dari BPN yang telah disusun sesuai dengan SK yang 

ditetapkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Aceh Barat. Berdasarkan 

Surat Keputusan tersebut, terdapat dua tim Panitia ajudikasi dalam pelaksanaan 

Program PTSL yang disebut dengan satuan tugas Fisik dan satuan tugas Yuridis 

dalam pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis lengkap di Gampong Pasir 

Kecamatan Johan Pahlawan dan Gampong Ulee Blang Kecamatan Bubon 

Kabupaten Aceh Barat. Para pelaksana atau petugas PTSL memiliki peran,tugas 

dan fungsi masing-masing yang telah dicantumkan sesuai dengan SK. Sumber 

daya manusia dalam Program PTSL tergolong sudah profesional dilihat dari 

tingkat pendidikan serta kemampuan dan keahlian yang mereka miliki sudah 

sesuai dengan bidang masing-masing.  

Pelaksanaan Program PTSL yang dilaksanakan pada Gampong Pasir dan 

Gampong Ulee Blang yang menjadi sumber daya manusianya tidak hanya petugas 

PTSL saja. Akan tetapi Aparatur Gampong ikut membantu dalam 

penyelenggaraan program PTSL yang diadakan di kedua Gampong tersebut. 

Sehingga pelaksanaan Program PTSL berjalan sesuai dengan yang diharapkan. 

Aparatur Gampong rata-rata sudah paham dalam hal mengurus sertifikat tanah 

yang dikeluarkan oleh pihak BPN.  

Berdasarkan uraian diatas dapat dikatakan bahwa sumber daya manusia 

dalam pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap sudah 

berkualitas dan sudah ahli dibidangnya. 

Selanjutnya keberhasilan implementasi kebijakan juga tergantung dari 

ketersediaan sumber daya material. Dana dalam Program PTSL ini berasal dari 

Dana APBN yang dikeluarkan setiap tahunnya untuk Program tersebut. Jumlah 

anggaran dana yang dikeluarkan tiap tahunnya berbeda-beda. Sarana dan 

Prasarana yang mencakup dalam Program ini sudah sangat memadai. Seperti alat 

ukur CHC yang cara kerjanya menggunakan sinyal satelit. Dengan adanya alat 



 

ukur tersebut dapat memudahkan petugas Fisik dalam melakukan pengukuran 

disetiap bidang-bidang tanah masyarakat Gampong Pasir Kecamatan Johan 

Pahlawan dan masyarakat Gampong Ulee Blang Kecamatan Bubon Kabupaten 

Aceh Barat. Dalam Program PTSL jumlah dana yang dikeluarkan untuk keperluan 

petugas Yuridis yaitu sekitar ±400 ribu untuk kebutuhan Alat Tulis Kantor  (ATK) 

dan sudah termasuk semuanya untuk kelengkapan petugas Yuridis di lapangan. 

Dalam Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap ini tidak 

mengeluarkan biaya apapun dan tidak ada pemunggutan biaya dari pihak BPN itu 

sendiri. Kecuali biaya administrasi kelengkapan berkas masyarakat Gampong 

Pasir dan masyarakat Gampong Ulee Blang itu sendiri, seperti biaya foto coppy, 

materai dan lain-lain untuk melengkapi berkas permohonan sertifikat gratis. 

  

Disposisi merupakan dukungan dari sikap para petugas PTSL terhadap 

Program kebijakan yang dibuat atau tanggapan masyarakat Gampong Pasir dan 

Gampong Ulee Blang terhadap Program yang dijelaskan oleh para pelaksana 

Program PTSL tersebut. Kebijakan ini merupakan kebijakan yang dibuat oleh 

pihak BPN Kabupaten Aceh Barat selaku Pemerintah Daerah. Kebijakan ini harus 

memiliki dukungan penuh dari para pelaksananya BPN. Para pelaksana harus 

memahami bahwa kebijakan ini merupakan kebijakan positif yang harus didukung 

penuh oleh mereka. 

Terkait Program PTSL ini para pelaksana atau lembaga terkait yaitu BPN 

sangat mendukung pelaksana Program PTSL ini serta bertanggung jawab penuh 

dalam menjalankan Programnya. Dengan adanya Program ini seluruh tanah yang 

ada di Indonesia memiliki sertifikat tanah, tidak ada persengketaan antara pemilik 

tanah serta tidak ada tanah yang terbengkalai tanpa pemilik yang jelas. Tanggung 

jawab para Petugas PTSL dalam menjalankan tugasnya sudah baik. Mereka 

membantu semua unsur masyarakat untuk mendapatkan sertifikat gratis terutama 

untuk masyarakat Gampong pasir dan masyarakat Gampong Ulee Blang serta 

memudahkan masyarakat dalam pengurusan administrasi yang harus dilampirkan 

dalam pembuatan sertifikat gratis tersebut. 

Respon Aparatur Gampong serta Masyarakat Gampong Pasir Kecamatan 

Johan Pahlawan dan Gampong Ulee Blang Kecamatan Bubon Kabupaten Aceh 

Barat mengenai implementasi kebijakan Program PTSL yang dilaksanakan oleh 

para pelaksana ini juga baik. Mereka merasa puas dan berterima kasih, karena 

dengan adanya Program ini masyarakat tidak perlu mengeluarkan biaya untuk 

mendapatkan sertifikat tanah mereka. 

Dalam pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis lengkap di 

Kabupaten Aceh Barat sudah dilaksanakan sesuai dengan SOP yang telah 

ditetapkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN).Tahapan-tahapan SOP dalam 

proses pelaksanaan Program PTSL ini yaitu: 

 



 

1. Sosialisasi. 

2. Pengukuran.  

3. Pengumpulan data yuridis dan pengukuran.  

4. Verifikasi oleh tim tentang kebenaran atas hak bidang tanah. 

5. Penerbitan SK. 

6. Pengesahan diumumkan selama 14 hari, hasil dari data Geuchik dan data 

yuridis untuk diumumkan selama 14 hari di Gampong. 

7. Pengesahan pengumumannya. 

8. Penerbitan sertifikat. 

Program PTSL ini memiliki mekanisme sesuai dengan SOP yang telah 

ditetapkan oleh BPN. Cara kerja Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap 

yang diadakan di Kabupaten Aceh Barat ini yaitu melalui Sosialisasi yang 

dilakukan oleh para pelaksana dengan cara mendatangi langsung Gampong yang 

terdaftar dalam Program PTSL seperti Gampong pasir di Kecamatan Johan 

Pahlawan dan Gampong Ulee Blang di kecamatan Bubon, setelah petugas PTSL 

turun ke Gampong mereka memberikan penyuluhan serta arahan kepada seluruh 

masyarakat Gampong tentang maksud dan tujuan dari Program PTSL. Agar 

masyarakat memiliki pemahaman mengenai Program tersebut.  

 Dalam Sosialisasi Petugas PTSL menjelaskan tentang kriteria-kriteria 

masyarakat yang berhak mendapatkan sertifikat gratis dari Program PTSL ialah 

seluruh Warga Negara Indonesia (WNI) yang memiliki bidang tanah dari semua 

kalangan baik kelas atas, kelas menengah maupun kelas bawah, masyarakat yang 

belum pernah mengurus sertifikat tanah dan belum pernah memiliki sertifikat 

tanah sama sekali, tanah yang tidak bersengketa dan tanah yang tidak ada 

permasalahan didalamnya. 

 Dalam pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Aparatur 

Gampong ikut membantu pihak BPN dalam pelaksanaan Program PTSL di 

Gampong. Serta memudahkan petugas Yuridis dalam mengumpulkan data Yuridis 

masyarakat untuk pengurusan sertifikat gratis dari Program PTSL seperti 

persyaratan administrasi foto coppy KK, foto coppy KTP, surat sporadik, surat 

hibah, surat kepemilikan tanah serta turut dilampirkan surat Pajak Bumi dan 

Bangunan (PBB). 

Selanjutnya pada saat proses pengukuran bidang tanah masyarakat 

Gampong Pasir dan Gampong Ulee Blang. Pihak yang terlibat saat melakukan 

pengukuran tidak hanya petugas Fisik melainkan turut hadir pihak Gampong 

seperti Geuchik Gampong dan Aparatur Gampong, Kepala Dusun, serta 

masyarakat yang mengetahui batas-batas tanahnya. 

Kemudian setelah selesai pengumpulan data masyarakat dan pengukuran 

bidang tanah masyarakat, masyarakat Gampong diharuskan menunggu 

pengumuman yang akan dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten 

Aceh Barat. Pengumuman tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa nama-



 

nama yang tercantum didaftar pengumuman berhak mendapatkan sertifikat gratis 

dari Program PTSL. Nama-nama yang tidak tercantum dalam daftar penerimaan 

sertifikat gratis dapat mendaftar atau mengikuti pelaksanaan Program Pendaftaran 

Tanah Sistematis Lengkap ditahun berikutnya, mungkin terdapat kendala 

tersendiri pada masyarakat yang tidak melengkapi berkasnya saat pengajuan 

permohonan sertifikat gratis. 

Jadwal penerbitan sertifikat gratis dari Program PTSL ini yaitu dikeluarkan 

selama 3 bulan setelah masa pengumpulan berkas dan pengukuran tanah 

masyarakat. 

Di Gampong Pasir Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat hasil 

kerja dari Program PTSL sudah dijalankan sesuai dengan SOP yang dilakukan 

melalui beberapa tahapan dalam pelaksanaan programnya dan hasil Program yang 

dijalankan sudah sesuai dengan target yang telah ditentukan. 

Pelaksanaan Program PTSL yang diadakan di Gampong Ulee Blang 

Kecamatan Bubon Kabupaten Aceh Barat juga tidak jauh berbeda dengan 

Gampong Pasir sama-sama dilaksanakan melalui beberapa proses tahapan baik 

tahapan sosialisasi yang dilakukan oleh petugas Ajudikasi, tahapan Pendataan 

atau pengumpulan berkas Yuridis masyarakat yang dilakukan oleh petugas 

Yuridis dan pengukuran bidang tanah masyarakat yang diukur oleh petugas Fisik 

serta jadwal penerbitan sertifikatnya pun sudah sesuai dengan target SOP yang 

telah ditetapkan oleh Pihak Badan Pertanahan Nasional. 

2. Kendala dalam Implementasi kebijakan Percepatan Pendaftaran Tanah 

Sistematis Lengkap di Kabupaten Aceh Barat.    
 

Dalam pelaksanaan Peraturan Menteri Agraria Nomor 6 tahun 2018 tentang 

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap melalui Badan Pertanahan Nasional 

Kabupaten Aceh Barat masih mengalami kendala. Kendala yang terdapat dalam 

perlaksanaan Program ini yaitu kendala pada saat pengajuan berkas sertifikat 

gratis, masih terdapat masyarakat yang belum mendapatkan sertifikat karena 

berkas permohonan yang diajukan tidak lengkap. Sebenarnya masyarakat sudah 

mendengarkan sosialisasi yang diadakan langsung oleh pihak BPN di Gampong, 

tetapi masih ada sebagian masyarakat yang kurang pemahaman di bidang 

administrasi. Serta ada masyarakat yang sudah memiliki sertifikat tanah 

sebelumnya ingin mendaftarkan kembali dalam Program Pendaftaran Tanah 

Sistematis Lengkap. Masyarakat yang sudah memiliki sertifikat sebelumnya, tidak 

bisa mendapatkan sertifikat gratis dari Program PTSL. Apabila masyarakat tetap 

ingin memiliki sertifikat tanah harus melalui jalur biasa tidak bisa melalui 

Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. 

Kemudian kendala lain terdapat pada pemilik bidang tanah yang tidak 

berada di tempat, sehingga bidang tanah pemilik tersebut tidak bisa diukur dalam 

Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Jika pemilik bidang tanah 



 

tersebut sudah berada di tempat, baru bisa diukur kembali dan mendaftarkan 

sebagai masyarakat yang berhak mendapatkan sertifikat tanah dari Program 

PTSL. 

 

E. PENUTUP 

1. Kesimpulan 

a. Dalam pelaksanaan Program ini sudah terlaksana dengan baik dan 

dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria Nomor 6 Tahun 

2018. Hal tersebut dibuktikan dengan terlaksananya tiga indikator, yaitu 

Sumber daya, Disposisi dan Struktur birokrasi. Tahapan-tahapan dalam 

proses pelaksanaan Program PTSL yaitu melalui sosialisasi, pengukuran, 

pengumpulan data yuridis dan pengukuran, verifikasi oleh tim tentang 

kebenaran atas hak bidang tanah, penerbitan SK, pengesahan diumumkan 

selama 14 hari, hasil dari data Geuchik dan data yuridis untuk diumumkan 

selama 14 hari di Gampong, pengesahan pengumumannya dan penerbitan 

sertifikat. 

b. Kendala dalam pelaksanaan Program ini yaitu kendala pada saat 

pengajuan berkas administrasi permohonan sertifikat gratis yang 

dilampirkan oleh masyarakat tidak lengkap, kendala lain terdapat pada 

pemilik bidang tanah yang tidak berada di tempat lokasi pengukuran saat 

petugas datang dan masyarakat yang sudah memiliki sertifikat tanah 

sebelumnya tidak bisa mendapatkan sertifikat gratis dari Program PTSL. 

2. Saran 

a. Saran untuk Pemerintah dalam pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah 

Sistematis Lengkap sebagai berikut: 

1) Untuk Pemerintah Kabupaten Aceh Barat diharapkan dapat 

membantu pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten 

Aceh Barat dalam menyukseskan pelaksanaan Program 

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap terhadap masyarakat yang 

belum memiliki sertifikat tanah melalui Program PTSL di 

Kabupaten Aceh Barat.  

2) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Aceh Barat 

diharapkan lebih aktif dalam mensosialisasikan dan memberikan 

arahan yang lebih jelas tentang Program PTSL agar masyarakat 

mengetahui serta memahami apa inti yang telah disampaikan oleh 

pelaksana Program tersebut.    

b. Kepada Pemerintahan Gampong Ulee Blang di Kecamatan Bubon 

Kabupaten Aceh Barat diharapkan harus lebih aktif dalam mengarahkan 

dan menyampaikan segala informasi yang telah disampaikan oleh pihak 

BPN untuk dapat disampaikan kembali Kepada masyarakat Gampong. 

Selanjutnya kepada Pemerintahan Gampong Pasir di Kecamatan Johan 



 

Pahlawan Kabupaten Aceh Barat disarankan agar dapat membuat data 

daftar nama masyarakat Gampong yang telah mendapatkan sertifikat gratis 

melalui Program PTSL tidak secara manual atau tulisan tangan, akan 

tetapi secara otomatis yaitu melalui pengetikan. 

c. Bagi seluruh masyarakat Gampong yang terdaftar dalam penerimaan 

sertifikat gratis dari Program PTSL di Kabupaten Aceh Barat yaitu 

terutama untuk Gampong Ulee Blang Kecamatan Bubon dan Gampong 

Pasir Kecamatan Johan Pahlawan diharapkan agar lebih memahami apa 

yang telah disampaikan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Aceh 

Barat tentang Program PTSL. Sehingga dengan adanya pemahaman 

tersebut masyarakat bisa mengetahui mekanisme dan perlengkapan 

administrasi yang telah ditetapkan oleh pihak BPN Kabupaten Aceh Barat. 

Dalam hal ini masyarakat tidak hanya mendapatkan sertifikat gratis saja, 

tetapi masyarakat diharapkan mengetahui apa maksud dan tujuan 

diadakannya Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di 

Gampong. 

d. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan agar dapat mengkaji lebih banyak 

sumber-sumber referensi mengenai Pelaksanaan Program Pendaftaran 

Tanah Sistematis lengkap dan implementasi kebijakan, agar hasil 

penelitiannya lebih lengkap dan bagus. Kemudian dapat mengembangkan 

penelitian ini dengan menggunakan metode dan teknik yang lebih 

maksimal untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian.  
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